
3.1.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 6.958.325.001,- dan realisasi keuangan Rp 

6.767.321.997,- atau 97.26 %. 

 

3.1.1.6.1. DINAS SOSIAL 

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang 

Sosial dengam melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Rincian Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial 

Kode Rekening 
Uraian Urusan, Organisasi, Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 2 3 4 

 DINAS SOSIAL 

 

6.958.325.001  

 

6.767.321.997 

1.06.01 
Program  Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
4.012.013.291 3.921.102.778 

1.06.01.2.01  

 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
14.223.100 13.946.700 

 

 1.06.01.2.01.0001 

 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
8.214.100 8.211.900 

1.06.01.2.01.0006 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

6.009.000 5.734.800 

1.06.01.2.02 
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
3.819.214.791 3.734.401.933 

1.06.01.2.02.0001 
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
3.819.214.791 3.734.401.933 

1.06.01.2.03 
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah 
2.256.000 2.246.000 

1.06.01.2.03.0005 

 

 

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 
2.256.000 2.246.000 

1.06.01.2.06 
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
51.959.400 51.508.039 

1.06.01.2.06.0001 
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
1.500.000 1.500.000 

1.06.01.2.06.0004 
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 
12.476.000 12.476.000 

1.06.01.2.06.0005 
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan  
8.079.400 8.079.200 

1.06.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.965.000 4.723.430 

1.06.01.2.06.0009 
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
24.939.000 24.729.409 

1.06.01.2.07 
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
3.970.000 3.970.000 

1.06.01.2.07.0006 
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
3.970.000 3.970.000 

1.06.01.2.08 
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
25.500.000 22.549.326 

1.06.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 



1.06.01.2.08.0002 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komuniukasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
25.000.000 22.049.326 

1.06.01.2.09 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

94.890.000 92.480.780 

1.06.01.2.09.0002 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  

88.600.000 87.690.780 

1.06.01.2.09.0006 
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
6.290.000 4.790.000 

1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 2.593.113.689 2.514.649.781 

1.06.04.2.01 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial  

704.154.499 685.492.749 

1.06.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan 11.422.067 11.221.200 

1.06.04.2.01.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 10.570.000 10.300.516 

1.06.04.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 50.201.000 44.606.988 

1.06.04.2.01.0005 
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 

Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 
71.000.000 68.075.443 

1.06.04.2.01.0008 
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan 

Pendidikan dan Kesehatan Dasar 
553.692.432 544.236.602 

1.06.04.2.01.0012 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan  7.269.000 7.052.000 

1.06.04.2.02 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti Sosial 

1.888.959.190 1.829.157.032 

1.06.04.2.02.0007 
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, 

Mental, Spritual dan Sosial 
471.104.288 449.846.873 

1.06.04.2.02.0008 

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA 

1.292.854.902 1.264.749.309 

1.06.04.2.02.0010 
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan 

Pendidikan dan Kesehatan Dasar 
125.000.000 114.560.850 

1.06.06 Program Penanganan Bencana  310.216.921 292.427.028 

1.06.06.2.01 
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 
310.216.921 292.427.028 

1.06.06.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan 221.427.221 213.731.769 

1.06.06.2.01.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 75.289.700 73.870.259 

1.06.06.2.01.0004 
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi 

Kelompok Rentan 
13.500.000 4.825.000 

1.06.07 
Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan 
42.981.100 39.142.410 

1.06.07.2.01 
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam 

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
42.981.100 39.142.410 

1.06.07.2.01.0001 

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

42.981.100 39.142.410 

 

  



B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran 

dan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut : 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 8.214.100 dan realisasi keuangan Rp 8.211.900 atau 99,97 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa 2 dokumen. 

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.009.000 dan realisasi keuangan Rp 

5.734.800 atau 95.44 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub 

kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa 15 laporan. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

3.819.214.791 dan realisasi keuangan Rp 3.734.401.933 atau 97.78 % serta realisasi fisik sub 

kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 37 orang/bulan. 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.256.000 dan realisasi keuangan Rp 2.246.000 atau 

99.56 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini 

adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada 

SKPD dengan capaian kinerja berupa 2 laporan. 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp1,500.000 dan realisasi keuangan Rp1.500.000 atau 100 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah 

Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan 

capaian kinerja berupa 12 paket. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp12.476.000 dan realisasi keuangan Rp Rp12.476.000 atau 100 % serta realisasi fisik sub 



kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan Alat 

Tulis Kantor dan Alat Kebersihan yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12  paket. 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 8.079.400 dan realisasi keuangan Rp 8.079.200 atau 100 % serta realisasi fisik 

sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang 

cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa 12 paket. 

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.965.000 dan 

realisasi keuangan Rp 4.723.430 atau 95.13 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 

%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan 

capaian kinerja berupa 12 laporan. 

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 24.939.000 dan realisasi keuangan Rp 24.729.409 atau 99,16 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah 

laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja 

berupa 10 laporan. 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp3.970.000 dan realisasi keuangan Rp 3.970.000 atau 100 % serta realisasi fisik sub 

kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa 2 unit. 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000 

dan realisasi keuangan Rp 500.000 atau 100 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat dengan capaian kinerja berupa 12 laporan. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 25.000.000 dan realisasi keuangan Rp 22.049.326 atau 88.20 % serta 

realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan 

penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian 

kinerja berupa 12 laporan. 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.600.000 

dan realisasi keuangan Rp 87.690.780 atau 98.97 % serta realisasi fisik sub kegiatan 

mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Dinas Operasional 



atau lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian 

kinerja berupa 5 unit. 

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp6.290.000 dan realisasi keuangan Rp 4.790.000 atau 76.15 % serta realisasi fisik sub 

kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa 9 unit. 

 

II. Program Rehabilitasi Sosial 

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.422.067 dan 

realisasi keuangan Rp 11.221.200 atau 98.24 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan permakanan bagi Anak 

terlantar, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis dengan capaian kinerja berupa 10 orang. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.570.000 dan 

realisasi keuangan Rp 10.300.516 atau 97.45 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan sandang bagi Lanjut Usia 

terlantar, Anak terlantar, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis dengan 

capaian kinerja berupa 8 orang. 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.201.000 dan 

realisasi keuangan Rp 44.606.988 atau 88,86 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan alat bantu bagi Lanjut Usia 

terlantar, anak terlantar, dan Penyandang Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 40 orang 

dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 

3 orang 

d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 71.000.000 dan realisasi keuangan Rp 68.075.443 atau 95.88 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia dengan capaian kinerja berupa 12 orang. 

e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 553.692.432 dan realisasi keuangan Rp 544.236.602 atau 98.29 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah 

bantuan permakanan bagi Lanjut Usia terlantar dan lansia potensial dengan capaian kinerja 

berupa 595 orang. 

f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.269.000 

dan realisasi keuangan Rp 7.052.000  atau 97.01 % serta realisasi fisik sub kegiatan 

mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah advokasi dan pendampingan 



anak berhadapan dengan hukum, dan jumlah Lanju Usia terlatar, Anak terlantar, Penyandang 

Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis mendapatkan layanan rujukan kewenangan 

Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 78 Orang. 

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. 

a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 471.104.288 dan realisasi keuangan Rp 449.846.873 atau 95,49 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah 

bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). 

dengan capaian kinerja berupa 39 Orang. Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang 

mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 

capaian kinerja berupa 32.974 Orang. Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan capaian kinerja berupa 3 kegiatan. Jumlah Orang 

yang mendapatkan Penanganan Orang Terlantar dengan capaian kinerja berupa 8 Orang. 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dukungan Spikososial dengan capaian kinerja 

berupa 94 Orang. Jumlah Sosialisasi untuk Korban Bencana dengan capaian kinerja berupa 2 

Kegiatan. 

b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp1.292.854.902 dan realisasi keuangan Rp 1.264.749.309 atau 

97.83 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini 

adalah Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin  dengan capaian 

kinerja berupa 192 Orang. Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dengan 

capaian kinerja berupa 13 Orang. Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dengan 

capaian kinerja berupa 80 Orang dan Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 251.846 Orang. 

c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 125.000.000 dan realisasi keuangan Rp 114.560.850 atau 91.65 % serta 

realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah 

panti yang dibina dengan capaian kinerja berupa 12 Panti. Jumlah Sosialisasi LKKS dengan 

capaian kinerja berupa 1 kali. Jumlah Study Tiru LKKS dengan capaian kinerja berupa 1 

Kali dan Jumlah Pertemuan PSM dan TKSK dengan capaian kinerja berupa 1 Kali. 

 

 

 

 

 



III. Program Penanganan Bencana 

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 221.427.221 dan 

realisasi keuangan Rp 213.731.769 atau 96.52 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban 

bencana dengan capaian kinerja berupa 272 orang. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.289.700 dan 

realisasi keuangan Rp 73.870.259 atau 98.11 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 

100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sandang untuk korban 

bencana dengan capaian kinerja berupa 41 orang. 

c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 13.500.000 dan realisasi keuangan Rp 4.825.000 atau 35.74 % serta realisasi fisik sub 

kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan Khusus 

bagi Kelompok Rentan yaitu Mayat terlatar dengan capaian kinerja 2 mayat terlantar. 

 

IV. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.981.100 dan realisasi keuangan Rp 

39.142.410 atau 91.07 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari 

sub kegiatan ini adalah Peringatan Hari Pahlawan 10 November dan Rehab Tugu Makam 

Pahlawan Situjuh Gadang dengan capaian kinerja berupa 1 kali peringatan dan 1 Rehab 

Makam. 

 

 

 



C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

NO OPD URUSAN KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 
TARGET REALISASI PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

1. DINAS 

SOSIAL 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Sosial 

 I. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan  Daerah Kabupaten 

/ Kota 

    

    1. Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

    

    a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen   

    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

15 Laporan 15 Laporan   

    2. Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

    

    a.    Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 

        Tunjangan ASN 

37 Orang/Bulan 37 Orang/Bulan   

    3. Kegiatan Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah 

    

    a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

2 Laporan 2 Laporan   

    4. Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat   Daerah 

    

    a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

12 Paket 12 Paket   

    b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Logistik  Kantor 

12 Paket 12 Paket   

    c. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan  

Penggandaan 

12 Paket 12 Paket   

    d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

12 Laporan 12 Laporan   

    e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

10 Laporan 10 Laporan   

    5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

    



NO OPD URUSAN KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 
TARGET REALISASI PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

Pemerintahan Daerah 

    a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 2 Unit 2 Unit  
  

    6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah   
  

    a. Sub Kegiatan Penyedian Jasa Surat 

Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 
  

    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

12 Laporan 12 Laporan 

  

    7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

  

    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

5 Unit 5 Unit 

  

    b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan  

dan Mesin Lainnya 9 Unit 9 Unit 
  

         

    II. Program Rehabilitasi Sosial     

    1. Kegiatan rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis di Luar Panti Sosial 

    

    a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Bantuan Permakanan 

10 orang untuk :  

- Anak Terlantar 6 

orang 

- Disabilitas 

Terlantar 2 Orang  

- Gelandangan dan 

Pengemis 2 Orang 

Bantuan Permakanan 

10 orang untuk :  

- Anak Terlantar 6 

orang 

- Disabilitas 

Terlantar 2 Orang  

- Gelandangan dan 

Pengemis 2 Orang 

  



NO OPD URUSAN KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 
TARGET REALISASI PERMASALAHAN 

UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

    b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Bantuan Sandang 8 

orang untuk : 

-  Lansia Terlantar 2 

Orang 

- Anak Terlantar 2 

Orang 

- Penyandang 

Disabilitas 2 Orang 

- Gelandangan dan 

Pengemis 2 orang 

 

Bantuan Sandang 8 

orang untuk : 

-  Lansia Terlantar 2 

Orang 

- Anak Terlantar 2 

Orang 

- Penyandang 

Disabilitas 2 Orang 

- Gelandangan dan 

Pengemis 2 orang 

-  

  

    c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Bantuan Alat Bantu 

40 orang untuk : 

- Lanjut Usia 

Terlantar 29 Orang 

- Disabilitas 

Terlantar 10 Orang  

- Anak Terlantar 1 

orang 

Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) Lansia 3 

Orang 

Bantuan Alat Bantu 

40 orang untuk : 

- Lanjut Usia 

Terlantar 29 Orang 

- Disabilitas 

Terlantar 10 Orang  

- Anak Terlantar 1 

orang 

Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) Lansia 3 

Orang 

  

    d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 

Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) untuk 

Lanjut Usia 12 

Orang 

Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) untuk 

Lanjut Usia 12 

Orang 

  

    e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke 

Layanan Pendidikan dan Kesehatan 

Dasar 

Bantuan 

Permakanan Bagi 

Lanjut Usia 

Terlantar dan 

Lansia Potensial 

595 orang 

Bantuan 

Permakanan Bagi 

Lanjut Usia 

Terlantar dan 

Lansia Potensial 

595 orang 

  

    f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan 

Rujukan 

Advokasi dan 

Pendampingan anak 

Berhadapan Dengan 

Hukum 50 Orang 

Layanan Rujukan 

Advokasi dan 

Pendampingan anak 

Berhadapan Dengan 

Hukum 53 Orang 

Layanan Rujukan 

  



NO OPD URUSAN KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 
TARGET REALISASI PERMASALAHAN 
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PERMASALAHAN 

untuk : 

- Lanjut Usia 2 Orang 

- Anak Terlantar 15 

Orang 

- Penyandang 

Disabilitas 6 Orang 

- Gelandangan dan 

Pengemis 2 Orang 

untuk : 

- Lanjut Usia 2 Orang 

- Anak Terlantar 15 

Orang 

- Penyandang 

Disabilitas 6 Orang 

Gelandangan dan 

Pengemis 2 Orang 

    2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di 

Luar Panti Sosial 

    

    a. Sub Kegiatan Pemberian Fisik, 

Mental, Spiritual dan Sosial 

 

- Bantuan Usaha 

Ekonomi Produkti 

(UEP) bagi 

Wanuta Rawan 

Sosial Ekonomi 

(WRSE) 39 Orang 

- KPM yang 

mendapatkan 

bantuan sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 32.974 

Keluarga 

- Rapat Koordinasi 

dan Evaluasi PKH 

2 Kegiatan 

- Penanganan Orang 

terlantar 7 Orang 

- Layanan dukungan 

Psikososial 50 

Orang 

- Sosialisasi untuk 

korban bencana 1 

Kegiatan 

- Bantuan Usaha 

Ekonomi Produkti 

(UEP) bagi 

Wanuta Rawan 

Sosial Ekonomi 

(WRSE) 39 Orang 

- KPM yang 

mendapatkan 

bantuan sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 32.974 

Keluarga 

- Rapat Koordinasi 

dan Evaluasi PKH 

2 Kegiatan 

- Penanganan Orang 

terlantar 8 Orang 

- Layanan dukungan 

Psikososial 94 

Orang 

- Sosialisasi untuk 

korban bencana 2 

Kegiatan. 

  

    b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 

Sosial kepada Keluarga Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

- Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) Fakir 

- Bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif 

(UEP) Fakir 

  



NO OPD URUSAN KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN 

SUB KEGIATAN 
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Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA 

Miskin 192 Orang 

- Peningkatan 

Sumber Daya 

Manusia TKSK 13 

orang 

- Peningkatan 

Sumber Daya 

Manusia PSM 80 

orang 

- Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten 

251.846 orang 

Miskin 192 Orang 

- Peningkatan 

Sumber Daya 

Manusia TKSK 13 

orang 

- Peningkatan 

Sumber Daya 

Manusia PSM 80 

orang 

Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten 

251.846 orang 

    c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke 

Layanan Pendidikan dan Kesehatan 

Dasar 

- Pembinaan Panti 12 

Panti 

- Sosialisasi LKKS 1 

Kali 

- Study Tiru LKKS 1 

kali 

- Pertemuan PSM dan 

TKSK 1 Kali 

- Pembinaan Panti 12 

Panti 

- Sosialisasi LKKS 1 

Kali 

- Study Tiru LKKS 1 

kali 

Pertemuan PSM dan 

TKSK 1 Kali 

  

         

    III. Program Penanganan Bencana     

    1.  Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

    

    a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan 
204 Orang Permakanan 

untuk Korban Bencana 

272 Orang 

Permakanan untuk 

Korban Bencana 

  

    b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 
41 Orang Sandang 

Untuk Korban Bencana 

41 Orang Sandang 

Untuk Korban 

Bencana 

  

    c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus 

bagi Kelompok Rentan 4 Mayat terlantar  2 Mayat terlantar  
  

    IV. Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan   
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    1.   Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam 

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
  

  

    a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

1 Kali Peringatan Hari 

10 November dan 1 

kali Rehab Tugu 

Makam Pahlawan 

Situjuh Gadang 

1 Kali Peringatan Hari 

10 November dan 1 

kali Rehab Tugu 

Makam Pahlawan 

Situjuh Gadang 

  

 

 



D. Permasalahan dan Solusi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Urusan Sosial pada 

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain : 

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan 

pada sub kegiatan ini sebesar 35.74 %, hal ini disebabkan penambahan anggaran untuk mayat 

terlantar sebanyak 2 orang pada anggaran perubahan karena pada DPA Awal untuk mayat 

terlantar di targetkan 2 orang dan telah terealisasi sebanyak 2 orang pada awal tahun (Mayat 

Bayi terlantar di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak dan mayat ODGJ terlantar di 

Jorong Piladang Kecamatan Akabiluru). 

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas 

adalah : 

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana Kota, 

kegiatan ini akan terlaksana apa bila ada mayat terlantar pada tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 

DINAS SOSIAL 

NO NAMA PRESTASI/ 

PENGHARGAAN 

TAHUN 

PENGHARGAAN 

TINGKAT 

PROVINSI 

TINGKAT 

NASIONAL 

DOKUMENTASI 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N I H I L 



TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI DPRD 

TERHADAP LKPJ KEPLA DAERAH TAHUN 2024 

NO HASIL REKOMENDASI DPRD TINDAK LANJUT PD TERKAIT 

1. Melihat perkembangan di masyarakat DTKS 

sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat 

sensitif, diminta kepada Pemerintah Daerah hal ini 

menjadi perhatian bersama.  

 

Dengan Adanya perubahan kebijakan 

sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 

2025 tentang Data Tunggal Sosial 

Ekonomi Nasional (DTSEN) maka 

DTKS tidak dipakai lagi, maka sambil 

berjalan Dinas Sosial tetap 

memaksimalkan pelayanan kepada 

masyarakat dengan tetap selalu 

mempelajari DTSEN yang baru 

disamping itu DTSEN merupakan 

kolaborasi kebijakan antara BPS, 

BAPPENAS , KEMENSOS, 

KEMENDAGRI dan BPJS 

 

 

 

 

  


